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ABSTRAK 
Joko Rakhmatlloh, NIM: 02113060, Kewenangan Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Udara Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Udara Indonesia, 
(Dibimbing oleh Tahegga Primananda Al Fath, SH., MH.). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimilikiTNI AU dalam penegakan 
hukum di wilayah udara negara kedaulatan republik Indonesia. Penelitian ini 
adalah penelitian (yuridis) normatif, penelitian kali ini akan menggunakan dasar 
analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen 
hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan, bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang 
ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, kewenangan yang dimiliki oleh 
TNI AU dalam menanggapi pelanggaran udara hanya sebatas untuk menangkal 
dan menindak saja tidak diberi kewenangan untuk menyelidiki dan memberi 
sanksi yang sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 
tindakan, baik mengawal sampai pemaksaan mendarat. Kedua, menyikapi 
banyaknya drone di masyarakat kementerian perhubungan bersama dengan TNI 
AU menjaga penggunaan drone baik digunakan untuk pengambilan gambar, 
survei maupun pemetaan yang dilakukan di daerah terlarang maupun terbatas 
karena hal ini berpengaruh pada keselamatan penerbangan.  
Kata Kunci:Kewenangan, Penegakan Hukum, Drone, TNI AU. 
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ABSTRACT 
Joko Rakhmatulloh, NIM: 02113060, The Authority of Indonesian Air Force in 
Law Enforcement in Indonesia Airspace, (Guided by Tahegga Primananda Al 
Fath, SH, M.H.). This study aims to find out about the authority possessed by 
Indonesian Air Force in law enforcement in the territorial air of the sovereign 
republic of Indonesia. This research is a (judicial) normative, the present study 
will use a basic analysis of the legislation and also some other legal documents to 
reach the goal on the research to be carried out, legal materials used are primary 
and secondary legal materials. The results found in this study is the first one, the 
authority possessed by Indonesia Air Force  in response to air violations is limited 
to countering and prosecuting alone is not authorized to investigate and impose 
sanctions in acordance with the amount of expenses incured for taking action, 
whether guarding to landing force. And than the second one, in response to the  
large number of drones in the community, the Ministry of Transportation together 
with the  Indonesian Air Force oversees the use of drones for both shooting, 
surveying and mapping in prohibited and restricted areas as this has an impact on 
the security and safety aviation.  
Keywords: Authority, Law Enforcement, Drone, Indonesian Air Force. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, 
ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut: 
1. TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir bagi Indonesia mempunyai 
tanggung jawab dan tugas yang jelas yakni sebagai penangkal, penindak dan 
pemulih dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 
dalam menjaga kedaulatan wilayah udara telah menjadi tanggung jawab yang 
telah diamanatkan kepada TNI AU. Melihat luasnya wilayah Indonesia 
diperlukan alutsista yang memadai untuk menjaga wilayah udara Indonesia 
agar tidak terdapat daerah yang tidak terpantau oleh radar (black area) baik 
radar sipil maupun radar militer hingga banyak terdapat penerbangan tanpa 
izin (black flight). Hal inilah yang menjadi celah bagi pesawat asing untuk 
masuk ke daerah wilayah udara Indonesia tanpa memegang izin sebagaimana 
tertulis dalam konvensi Internasional mengenai penerbangan. Penerbangan tak 
berizin dalam penangkalan maupun penindakan masih menjadi tugas TNI AU 
dan pemandu lalu lintas udara akan tetapi pada proses penyidikan dan 
pemberian sanksi masih menjadi tugas dari kemeterian perhubungan. Hal ini 
yang membatasi TNI AU untuk mengetahui dan maksud tujuan para black 
flight memasuki wilayah udara Indonesia. Serta tidak sesuainya penindakan 
yang dilakukan TNI AU jika dibandingkan dengan denda yang diberikan oleh 
kementerian perhubungan kepada para black flight. 
2. Maraknya penggunaan drone di Indoensia, dikarenakan mudah dan murahnya 
harga dipasaran untuk memiliki drone membuat para pilot drone dapat 
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menggunakannya kapanpun dimanapun tanpa mengetahui aturan dan bahaya 
yang diakibatkan oleh drone itu sendiri. Kebanyakan saat ini drone digunakan 
untuk pengambilan gambar dan pemetaan suatu wilayah perkebunan 
Penggunaan drone telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan 
mengenai pengguna, daerah yang digunakan maupun batas ketinggian yang 
boleh digunakan. Akan tetapi belum diatur mengenai penggunaan frekuensi 
yang yang digunakan untuk mengontrol drone tersebut yang harusnya 
mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pemerintah yang terkait. Untuk 
pengambilan dan penyimpanan gambar harusnya para pilot sadar bahwa 
gambar yang diambil apakah sudah mendapatkan izin dari pada objek gambar 
itu sendiri mengingat hak cipta dan privasi orang. 
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